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PEMERINTAH KABUPATEN DAERAL TING

KAT 1I BANYUMAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 21 TAHUN 1886

TENTANG

PEMBENTURKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA CABANG DINAS

Menimbang

Mengingsat

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

a.

AV]

bahwa dengan telah ditetspksnnys Keputussn Menteri
Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 1996 tentang Pedoman
Organisasi dan Tatakerjas Cabang Dinas Pendidikan
dan Kebudaysan di Kecamatan, maka dalam rangks
meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan  dan
pembangunsn secara berdayaguna dan berhasilguna
khususnysa dalam bidang pendidikan dan kebu-
dayaan di wilayash kecamatan perlu dibentuk Orga-
nisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas di
Kecamatan;

bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas,
perlu ditetapkan dengan Persturan Daerah;

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemben-
tukan Daerah-dserah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah; :

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Pemerintahan di Daerah (Lembarsn Negars
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan
Lembaran Negars Republik Indonesia Nomor 3037);

Undang-undang Nomor 8 Tshun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawsian (Lembsaran Negara Republik Indo-
nesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran
Negars Republik Indonesia Nomor 3041);

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembsran Negara Republik
Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambashan Lembaran
Negara Republik Indonesis Nomor 3320);
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13.

14.

Persturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertiksl di Daersh
(Lembsran Negsra Republik Indonesia Tahun 1988
Momor 10, Tambshan Lembaran Negara Republik Indo-
nesis Nomor 3373);

Persturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1980 ftentang
Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indone-
sis  Tahun 1980 Nomor 36, Tambahan Lembsrsn Negars
Republik Indonesia Nomor 3412);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1985 tentang
Penyerahan Sebsgian Urusan Pemerintshan Kepadsa 286
(Duspuluh Enam)} Daserah Tingksat II Percontohan
(Lembarasn Negsrs Republik Indonesia Tashun 1885
Homor 18, Tambshan Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Nomor 3580); ‘

Keputusan Bersams Menteri Dalam Neéeri dan Menteri
Pendidikan dan Kebudaysan Nomor 867 Tahun 1885, No-
mor : 0210/U/1985 tentang Administrasi Kepegawsian
Sekolah Dasar di Dsersh Tingkat II Percontohan;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 1882
tentang Pedoman Orgsasnisasi dan Tatakerja Dinas
Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1883
tentang Bentuk Persturan Daerah dan Peraturan
Daerah Perubshan;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tashun 18933
tentang Pola Organisssi Pemerintah Daerah dan
Wilayah;

RKeputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun
1996 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja
Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudsaysan Dsersh
Tinghkhat II di Kecamatan;

Keputusan Menteri Pendidikasn dan Kebudsayaan Nomor
0274/0/1986 tentang Petunjuk Pelaksansan Urusan
Pendidikan dan Kebudaysan Yang Disershkan Kepads
Daerah Tingkst II Percontohsan;

Peraturan Daersh Propinsi Daerah Tingksat I Jawa
Tengah Nomor 10 Tshun 1890 tentang Penyerahsan
Sebsagian Urusan Pemerintsh Daserah Tingkat I Jawsa
Tengah Dalam Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

kepada Dsersh Tingksat 11 (Lembsaran




ral Ksbupsten Daerah Tingkat 11
Banyumas Nomor 31 Tahun 1995 tentang Organisasi
dsnn Tatakeris Dinas Pendidikan dan Kebudaysan
Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas (Lembaran
Daerah Ksbupsten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun
1885 Nomor 27 Seri D};

Dengsn persetujuan Dewsn Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Daerah Tingksat II Banyumas

MEMUTUGSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYU-

MAS TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA
CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Passl 1

\

Dalam Peraturan Daerah ini yvang dimaksud dengan

h.

Daerah adslah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;

Pemerintah Dserah adalsh Pemerintah Ksbupaten Daerah Ting-
kat II Banyumsas; -

Bupati Kepsals Daserah =adsalah Bupati Kepala Daersh Tingkat II
Banyumas;

Dewan Perwakilan Rakyst Daersh sadalah Dewan Perwakilan
Rakyat Daserah Ksbupaten Dasersh Tingkat II Banyumas;

Dinas Pendidikan dan Kebudasyaan sadalah Dinas Pendidikan
dan Kebudayssn Ksbupsten Daerah Tingksat II Banyumas;

Kepala Dinss adalah Kepsla Dinss Pendidikan dan Kebudayaan Ka-
bupsaten Daerah Tingkst II Banyumas;

Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudsyaan yang selanjutnya dise-
but Cabang Dinas adslah Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudaya-
an Kabupsaten Daersh Tingkat II Banyumas di kecamatan;

Kepala Cabang Dinss adalah Kepsls Cabang Dinas Pendidikan
dan Kebudaysan Ksbupaten Dserah Tingkat II Banyumas di Keca-
matan;

Jsbatan Fungsional adalah kedudukan yasng menunjukkan tugsas,
tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil
dalam satusn orgsnisssi vysang dalam pelsksanaan tugsasnys dids-
sarkan pads keahlian dan atau keterampilan tertentuan serta
bersifat mandiri; : i
Kecamatan adslah lingkungan keris perangkat pemerintah wilayah

Kecamatan vang meliputi beberaps Desa/Kelurshan.
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BAB II

PEMBENTURKA AN

Dengan Peraturan Dsersh ini dibentuk Cabang Dinas Pendidikan
dan Kebudaysan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3'

(1) Cabang Dinas adalah pelaksana sebagisn tugas dan fungsi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

(2) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepals Cabang Dinas
yang berada di bawah dan bertanggung Jjawab kepada Kepals
Dinas.

Pasal 4

Cabang Dinas mempunysi tugas pokok melsksanakan penyelenggsa-

raarn pendidikan dan kebudsysan di kecamstan sesusi dengan

ketentuan Persturan Perundang-undangan yang berlakn.

Passal 5

Untuk menyelenggsrskan tugas pokok sebagsimana dimaksud dalam
Passl 4 Persturan Dsersh ini, Cabsng Dinas mempunyai fungsi

a. perencansan, pelaksansan pendidikan dan kebudayaan;

b. penyelenggaraan kegistan teknis administratif di bidang
pendidikan;

c. pembinasan, pengawasan, pengendalian, penilaian personil Kepala
Sekolah, Guru, Penisgs Sekolah Dasar dsn personil Cabang

Dinas;

d. pelakssnaan tugas-tugas lain yang diberiksn oleh Kepals Dinas.
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BAB IV
ORGANISASTI
Bagian Pertama
Susunan Organisasi
. Pasal B

(1) Susunan Organisasi Cabang Dinas terdiri dari:

Kepasla Cabang Dinas;

Urusan Tata Usahsa;

Sub Seksi Pendidikan;

Sub Seksi Ketenagsan;

Sub Seksi Pendidikan Lusr Sekolah dan Kebudaysan;
Kelompok Jabatan Fungsional.

L T O T P T o

(2) Urusan Tata Ussha dipimpin oleh seorang Kepsls Urusan dan
Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepals Sub Seksi vang
masing-masing bersds di baswash dan bertanggung Jawab kepads
Kepala Csbang Dinas.

(3) Kelompok Jabsatan fungsional dipimpin oleh Tenaga Fungsional
vang paling senior sebagsi ketus kelompok dan bertanggung Jja-
wab kepsds Kepalas Casbsng Dinas.

(4) Daftar nams Cabsasng Dinas sebagaimana tersebut dalam ayat (1)
Pa=ssl ini, tercantum pads Lampiran I Peraturan Dserah ini.

/

{5) Bagan Orgsasnisassi Cabang Dinas sebagaimana tercantum pada
Lempiran 11 vang merupskan bagisn tidak terpisshkan dari
. Peraturan Daersh ini.

Bagian Kedua
Kepala Cabang Dinas
Pasal 7

Kepsls Csbang Dinas memimpin pelsksansan tugas pokok dan fungsi
sebagaimana tersebut dslam Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Urusan Tata Usaha

Pasal 8

Urusan Tats Usahsa mempunyszi tugsas
a. melsksanskan tugss-tugass di bidsng pengelolaan surat menyn-

rat serts kearsipan;




b. melaksanakan tata ussha keuangan vang meliputi gaji pegawsi

baik tensgs teknis maupun non teknis serta hak-hak keunan-

gan lainnys; :

melaksanakan tats usaha perbekslan/material;

melaksanskan administrasi kepegawsaian bagi pegawai;

melskssnakan tugas-tugas rumah tanggs;

melaksanakan tugas perencansan, penyusunsn program dan pels-

poran;

g. melsksanakan tugas-tugas 1lsin vang diberikan oleh Kepsals
Cabang Dinas.
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Bagian Keempat
Sub Seksi Pendidikan
Pasal 8

. Sub Seksi Pendidikan mempunyali tugsas
3. melaksasnskasn pendstaan gedung-gedung dan bangunan pendidikan
Sekolah Dassr, perksntoran dan perpustaksan Sekolah Dasar ;
b. membantu pemeliharsan gedung-gedung pendidikan Sekolah Dasar
dan bangunsan perkantoran;

c. membantu perencansan kebutuhan alat-alat perlengkspsn
administrasi dan buku-buku untuk pendidikan dasar;
d. membantu kelancaran teknis penyelenggarsan sdministrasi
perencansan, penerimaan murid dan penyelenggarsan lembags
Sekolah Dssar; ]
e. membantu penysaluran pemberian subsidi/bantusn hkepada seko-
1sh swasta dan kursus-kursus vang diselenggarskan oleh swad
. menyusan igporan T LAKE aRSanaal 1 181 subsidisban
‘ i sgnasn kegistan lintas sektoral;
N h. melakssnakan tugas-tugass 1lsin vang diberikan oleh Kepalsa

Cabang Dinas.

Bagian Kelima
Sub Seksi ketenagaan
Passl 10
Sub Seksi Ketenagsaan mempunysi tugsas
a. membasntu pelasksanaan unrussn pengangkatan, mutasi dan pember—

hentisan Kepélﬁ Sekaolah Dasar; Guru-guru Sekolah Dasar dan
Penjsga Sekolah Dasar serts tensga administrasi;

b. membantu penyelenggaraan urusan kesejashterssn pegawai bagi
Repala ©Sekolah Dasar, Guru-guru Sekolah Dssar dan Penjsgs
Sekolah Dassr, serta tenasgs administrasi;




c. membantu penyelenggaraan tertib sasdministrasi kepegawsian
vang menyangkut penganghkatan, mutasi, pemberhentian Kepsala
Sekolah Dasar, Guru-guru dan Penjaga Sekolah Dasar serta
tensga administrasi;

d. melasksanakan tugas-tugss lain yang diberikan oleh Kepsls
Cabang Dinas.

Bagian Keenam

Sub Seksi Pendidikan Luar Sekolah
dan Kebudayaan

Pasal 11

Sub Seksi Pendidikan Lusr Sekolah dan Kebudaysan mempunyai
tugas:

a. mengadakan pendataan dan pembinaan terhadap perpusta-
kaan dess/kelurashan dan pendidikan luar sekolah, kegistan
kepemudaan, kepramuksan, olah rags, kesegaran Jjasmani, dan
kesenian/kebudsyaan daerah;

b. membantn penvelenggsarsan kursus-kursus vang dilaksanashkan
ocleh swasta dan pendidiksan masyarakat;
c. melakssnakan pendsatasan, pengamanan dan pelestarian terhadap

peninggalan benda-benda kepurbaksalaan;

d. membantu penyelenggarazsan pendidikan lusr sekolsh termasuk
sanggar-sanggar kegisatan belajar;

e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Cabang Dinas.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan
kegiatan teknis pendidiksn dan kebudsysan sesusi bidang keahlian
masing-masing.

Pasal |13

(1) Kelompok Jabatan Fungsionsal terdiri dari sejumlah tenags
dalam jenjang Jabatan fungsional yang dipimpin oleh
seorang tenagsa Fungsional yang paling senior selaku Ketusa
Kelompok vyang berads dibawah dan bertanggung jawab kepads
Kepals Cabsang Dinas.

(2 Kelompok Jabatan Fungsional dapst dibagi atas kelompok dan
sub kelompok sesusi dengan kebutuhan.
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(4)

(1}

(2}

(3)

(4)

(1)

(2)

Jumlsh Jasbstasn Fungsionsl ditentukan berdasarksn sifst,
jenis dan beban kerja.

Pembinasan Jabatan Fungsional dilaskukan sesusi dengan
ketentuasn Peraturan Perundang-undangsn yang berlsasku.

BAB V
TATARKERUJIA
Passal 14

Dalam melaksanakan tugasnysa Kepals  Cabang Dinsas,
Kepala Urussn dan pars Kepals Sub Seksi wajib menerspkan
prinsip koordinassi, integrasi dan sinkronisasi secara verti-
kal dan horisontal baik di dalam 1ingkungahnya maupun dengan
instansi lain sesusai dengan bidang tugssnys.

RKepala Cabsang Dinas dslsm melasksanakan tugsasnyas berdasarkan
kebijaksanaan yvang ditetapkan oleh Kepals Dinas.

Kepala Cabang Dinss wsjiib memberikan petunjuk-petunjuk, mem—
bimbing dsan mengawasi pekerjaan unsur pewmbantu dan pelaksans
vang berads dalam lingkungsn Csbang Dinss.

Dalam perencanaan, pelaksansan dan pengawasan dibidang
pendidikan dan kebudsayassn, Kepala Cabang Dinas wajib mengkon-
sultasikan dan mengkoordinasikan denéan Kepala Kantor Inspek-
si Departemen Pendidikasn dan Kebudayzan Kecasmatan yang
bersanghkutan sesuai dengan ketentusn Peraturan Perundang-
undangan yang berlakn.

Passal 15

Kepsals Urusan Tata Ussha dan pars Kepals Sub Seksi waiib
mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jaswab kepadsa
Kepsals Csbang Dinss.

RKepala Urusan Tata Usahs dan pars Kepala Sub Seksi wajib
memberikan petunjuk, membimbing dan mengawssi bawahannya
masing-masing serts menysmpaiksn laporan hasil pelskssnsan
tugasnys tepat pads waktunys selanjutnys Kepala Urusan Tata
Usaha menyusun laporan berksla Kepals Cabang Dinas.

Pasal 18

Bagsn Susunan Organisasi Cabang Dinas adalah sebagaimana tercan-
tum dalam Lampiran, yang merupsakan bagiasn tak terpisashkasn dari
Peraturan Daerah ini. '




Peyaturan Daerah ini telah disahkan dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daernh Tingkat I Jawa Tengeh tanggal 4 Soptember 1997
Nomor : 188,3/339/1997

Dlundangeran dalam Jombavan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Banyumas lomoxr ; 9 Tangzal 11 September 1997 Seri s+ D

Pembinn Tike I
HIP s 500 034 842




BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17
Dengan berlskunya Peratursn Daerah ini, maks sémuﬁ ketentuan
vang tidak sesual dengan Persaturan Dsersh ini dinystskan
tidak berlskn.
o~ ”“.-”»'\
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ARG
T { KETENTUAN LAIN-LAIN
- Pasal /18
Kepals Cabang Dinas,.Keéhl& Urnsen dan Kepala Sub Seksi diangkat
. dan’ diberhentikan oleh Biupati Kepsla Dserash atss usul Kepala
Dinas. 0
BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18
Peraturan Daerah ini mulsi berlaku pads tanggal diundangkan.
Agsr supaya setisp orang dapdt mengetshuinys, memerintah-
kan pengundangan Peraturan Dserah ini dengan penempatannys dalam

Lembaran Daersh Ksbupsten Dserah Tingkat II Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggsl 2 Desember 1996

' DEWAN PERWARKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGEKAT II
KABUPATEN DAERAH TINGKAT 11 BANYUMAS
BANYUMAS
KETUA,
cap. ttd. cap. ttd.
H. ¥ARSONDZO H. DJOKO SUDANTOKO, S. Sos.

Disahkan Gubernur Kepsla Daerah Tingksat I Jawa Tengah
Dengan Keputussasn Nomor : 188.3/3338/87 Tanggal 4 September 1987

Ann. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum,

cap. thd .

" TARTOPO SUNARTO, SH

NIP : 500 048 825
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PENJELASAN
B ATAS
PERATURAN DAERAH KABﬁPATEN DAERAH TINGRAT II BANYUMAS
NOMOR 21 TAHUN 18986

TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA
CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

PENJELASAN UMUM

Dalam rangks pelaksanaan Lampiran XIII Keputusan Men-
teri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pedoman Orga-
nisssi Dinss Daerah Pads Dasersh Tingkat II Percontohan, telah
ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun
1996 tentang Pedoman Orgsnisasi dan Tatakerja Cabang Dinas
Pendidikan dan Kebudsysaan Daerah Tingkat II di Kecamatan.

Sehubungan dengasn hal tersebut, msaks dalam upaya
meningkstken kelancarsn penyelenggarsan pemerintahan dan
pembangunan secars berdayaguna dan berhasilguna khususnya di
bidang pendidikan dan kebudaysan, dengan berpedoman pads
Keputusan Menteri Dsalam Negeri dimaksud, perlu menetapkan
Pembentukan Orgsnissasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas dengan
Persturan Dserah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Passl 1 dan 2 : cukup jelss.

Pasal 3 g/d Pasal 10 : Pendidikan Lusr Sekolah dan Kebu-
dayaan ialsh '

- Pendidikan Luasr Sekolash pendidikan
vang diselenggsarakan di luar seko-
lah bsik yasng dilembagakan msupun
tidak.

Misslnysa

- yang dilembagakan vyaitu Kursus
Primagama

- yang tidak dilembagskan yaitu
les privat.




DAFTAR PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

LAMPIRAN 1

e

Peraturan Dserah Kabupaten
Dserah Tingksat II Banyumas
Nomor 21 Tahun 1988
Tentang Organisasi dan
Tatskerja Cabang
Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Kabupaten Daersh

Tingkat II Banyu-
nas .

DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

Cabang 51nas Pegaidikan

Nomor | e Kecamatan ) Keterangsan
: Kabupaten Dati I1 b ' ;
: Banyumas : :
, A 2 ! 3 : 4
‘ 1. | Purwokerto Timuar 4 Purwokerto Timuar ;
2. | Purwokerto Utars : Purwokerto Utara
3. | Purwokerto Barst : Purwokerto Barat }
4. | Purwokerto Selstan : Purwokerto Selatan |
5. | Boksrsia : Sokaraja ;
g. E gm%?rm1 E g,enxg aran %
: umbang umbaneg
8. E Baturraden 5 Baturraden
9. | Sumpiuh i Sumpiuh §
10. | Kemranjen i Remranjen :
11. | Wangon . Wangon .
%g. ! zﬁmgak ! EJabm bak E
. ! Ajibsrang : iibarang
14. | Cilongok 3 Cilongok E
%g. i gmb%r E kxanxb %r E
v H BWB 10 § a w a O i
17. | Rebasen ; Kebasgsen g
18. | Somagede : Somagede :
18. | Kalibagor ; Kalibsgor ;
20. | Banyumss s Banvumas -
21. | Patikraja ; Patikraisa :
\‘ 22. | Purwojsti ! Purwojsti i
23. ! Gumelsr : Gumelar
24, | Pekuncen : Pekuncen 3
25. | Rarsnglewas : Karsnglewss :
26. | Redungbanteng : Redungbanteng 3
27. | Jatilswang ! Jatilswang

DEWAN PERWAKTLAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

BUPATEN DAERAH TINGEAT II BANYUMAS BANYUMAS
KETUA,
Cap ttd cap ttd
H W A RSON O H. DJORO SUDANTORO, S.Sos
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LAMPIRAN II : Perstursn Dsersh Kabupaten
[ Daeralh Tingksast 11 sanyvumas .

Nomor

Cabang
Dinss Pendi-
dikan dan Kebuda-
vaan Kabupaten Da-
erah Tingkat II

Banyumsas.
BAGAN ORGANISASI
CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
KEPALA
CABANG DINAS
: I
URUSAN
EKELOMPOK
TATA USAHA
) JABATAN FUNGSIONAL
' S 1.8 iH:E KT
SUB S EKSI S B SEE'S
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
PENDIDIKAN KETENAGAAN
DAN KEBUDAYAAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

KABUPATEN DAERAH TINGEKAT I1 BANYUMAS
KETUA,
cap. ttd. cap. ttd:
H. WA RSORNDZO H. DJORO SUDANTORO, S. Sos.




